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Abstrak 

Penggunaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan pada era industri 

4.0.  Mengantisipasi hal tersebut, serta dalam rangka tertib administrasi maka BKD 

Kabupaten Magetan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) yang digunakan dalam penyediaan data, informasi maupun dasar dalam 

pengambilan keputusan terkait kepegawaian. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, metode  deskriptif dengan 

pendekatan induktif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

(interview), dokumentasi dan observasi ke lokasi penelitian.  Sedangkan analisis data 

dilakukan dengan langkah-langkah a) reduksi data, b) display data, serta c). verifikasi dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi SIMPEG dalam kerangka  

tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 

sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala. 2) 

Beberapa faktor penghambat di antaranya: a. Masih terbatasnya jumlah dan  kompetensi 

SDM yang sesuai; b. Ketersediaan data yang kurang lengkap; c. Kurangnya jumlah sarana 

komputer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan; serta d. Sebagian proses SIMPEG 

masih belum dilakukan secara online. 3) Adapun upaya yang dilakukan yaitu : a. 

menambah jumlah pegawai operator SIMPEG, mengirim pegawai untuk seminar atau 

diklat, b. penerbitan surat dari Kepala BKD agar dalam pengumpulan data  dapat tepat 

waktu, c. menginventarisir kebutuhan perangkat komputer dengan spesifikasi untuk 

SIMPEG, serta d. pengadaan aplikasi online lainnya untuk menunjang implementasi 

SIMPEG. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada era industri 4.0 menjadi bagian yang harus dipahami 

dan disikapi dengan tepat oleh setiap organisasi.  Masyarakat dengan segala 

kebutuhannya menginginkan pelayanan yang serba cepat dan efisien.  Berbagai aplikasi 

diluncurkan untuk mendapatkan informasi, bertransaksi, mengambil keputusan maupun 

kebutuhan dalam menjalankan kebutuhan lainnya. 



Penggunaan sistem informasi di dunia usaha berimbas juga terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah.  Pada era pemerintahan yang telah berjalan saat ini 

sangat diperlukan adanya sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang 

cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan penggunaan sistem informasi, diharaokan 

kegiatan pemerintahan yang ada akan semakin mudah untuk dilakukan dan segala bentuk 

perintah dari pimpinan akan semakin cepat untuk diselesaikan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mencantumkan bahwa ‘Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.  Pengertian tersebut merupakan 

sebuah bukti bahwa pemerintah sebenarnya memiliki wewenang penuh tentang 

pengaturan segala bentuk urusan yang ada di daerahnya sendiri. Namun dalam pemberian 

hak untuk mengatur daerahnya sendiri pemerintah pusat memberi batasan di mana 

pemerintah pusat membatasi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.  

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Tipe A 

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Sehingga 

segala bentuk urusan kepegawaian dan pengelolaan pegawai di sebuah daerah 

dikendalikan atau dipegang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang di atur dalam 

aturan-aturan yang sifatnya mengikat. 

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga sudah mengantisipasi kebutuhan 

pelayanan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen 

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah di mana dalam peraturan tersebut pemerintah telah 

mangatur segala bentuk kegiatan yang melibatkan Sistem Manajemen Informasi 

Kepegawaian (SIMPEG).  Keberadaan SIMPEG ini sangat penting dalam memberikan 

pelayanan kepada seluruh pegawai dalam hal pelacakan informasi pegawai, karena 

pegawai merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 



pemerintahan, membantu Badan Kepegawaian dalam menyelesaiakan pekerjaan dan 

perlu adanya pengelolaan yang baik untuk dapat menghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuan instansi pemerintahan. Implementasi SIMPEG ini selaras dengan amanat Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3 poin (a) 

menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan (g) memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. 

Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan berjumlah 42 

orang. BKD Kabupaten Magetan terdiri dari 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang 

Pengadaan, Pensiun dan Informasi, Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan. Masing-masing bidang terdiri dari dua sub bidang. 

(http://bkd.magetan.go.id/profil-bkd/).  Akan tetapi dari jumlah pegawai yang memiliki 

keahlian di bidang komputerisasi masih sangat terbatas, di mana dari jumlah pegawai 

seluruhnya sejumlah 42 orang, yang memiliki keahlian khusus dan memiliki ijazah 

sarjana komputer hanya satu orang. 

Pengelolaan dan peningkatan kompetensi pegawai yang baik akan meningkatkan 

kinerja pegawai dan akan membawa dampak yang lebih besar berupa perbaikan kinerja 

pegawai secara keseluruhan. Beberapa hal yang masih menjadi persoalan, di antaranya 

seperti masih terbatasnya pengetahuan pengguna karena rata-rata sudah mendekati usia 

pensiun dapat dilihat dari jumlah pegawai yang memasuki usia 50 tahun sebanyak 19 

orang dari jumlah seluruhnya yakni 42 orang. 

 Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai salah satu layanan 

e government di Kabupaten Magetan diharapkan mampu untuk mengatur dengan lebih 

mudah segala bentuk urusan kepegawaian di lingkup pemerintahan yang ada di daerah, 

menyediakan informasi yang lebih mudah untuk diakses dan lebih akurat. Dengan 

banyaknya jumlah pegawai di Kabupaten Magetan yang harus dikelola, keberadaan 

SIMPEG sangat diperlukan dalam mengelola segala bentuk administrasi kepegawaian.  

SIMPEG juga dapat mewujudkan pelaksanaan tertib adminitrasi yang sesungguhnya di 

mana segala data kepegawaian yang dibutuhkan tercantum dengan lengkap pada layanan 

aplikasi tersebut. Tertib administrasi kepegawaian sendiri dapat menguntungkan pegawai 

jika suatu saat pegawai yang bersangkutan memerlukan data-data kepegawaian untuk 

http://bkd.magetan.go.id/profil-bkd/


kebutuhan tertentu.  Informasi awal yang diperoleh bahwa kendala yang masih timbul di 

daerah adalah karena banyaknya jumlah data yang ada sehingga pegawai mengalami 

kesulitan untuk menginput dan memproses, sedangkan setiap tahunnya aplikasi yang 

digunakan terus mengalami perkembangan sehingga server banyak mengalami kendala 

yang mempersulit proses penyelesaian SIMPEG tersebut. Selain itu keterbatasan sarana 

prasarana serta karena seringnya perubahan aplikasi sehingga timbul kejenuhan dari 

operator yang mengerjakannya.  

Dari berbagai permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) dalam tertib administrasi kepegawaian pada kegiatan Mutasi di 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat pelaksanaan Implemantasi SIMPEG dalam tertib administrasi kepegawaian 

khususnya pada kegiatan mutasi di Kabupaten Magetan? 3) Bagaimana upaya apa yang 

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan untuk mengatasi faktor–

faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi SIMPEG?  

 

KAJIAN  PUSTAKA 

Konsep Implementasi Kebijakan 

Istilah kebijakan didefinisikan oleh Anderson dalam Islamy (2004 : 17) yaitu“a 

purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem 

or matter of cancern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu).  Selanjutnya, Dye (1987 : 1) menjelaskan kebijakan publik adalah 

whatever governments choose to do or not to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan).  

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, dalam ensiklopedia karangan Schultz 

(2004 : 350) disebutkan bahwa:  



 

 

Gambar 1.   
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Sumber : Edward III (1980 : 148) 



 

 

 



 

3. Sumber Daya (Resources) 

 



 

 

 

Sistem Informasi Manajemen  

Kumorotomo dan Margono (2009:7) mendefinisikan “sistem informasi manajemen 

adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan 

dimanfaatkan oleh organisasi”. Sistem Informasi Manajemen ini menurut Marimin 

(2006:24) memegang peran yang sangat penting dalam organisasi, di antaranya: 



 
Sistem Informasi terdapat beberapa komponen yang menyusun di dalamnya seperti 

yang dinyatakan oleh O’Brien (2004) dalam Marimin (2006:51) yakni: 

 

 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Pengertian SIMPEG dijelaskan oleh Kumorotomo dan Margono (2009:327) 

sebagai berikut : 

 

Lebih lanjut, Supriyatna (2010:184) menyebutkan tujuan SIMPEG, di antaranya 

yaitu : 

 

Supriyatna (2010:184) juga menuliskan tentang manfaat Sistem Kepegawaian 

adalah sebagai berikut: 

 



 

 
Adapun prinsip-prinsip sistem informasi kepegawaian yang akurat menurut 

Harsono (2005:22) harus memuat: 

1. Kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang kepegawaian 

2. Data umum pegawai per individu 

3. Sistem pembinaan dan pengembangan individu pegawai 

4. Data gaji beserta tunjangan-tunjangan yang diterimanya 

5. Penyusunan DUK dengan menggunakan standar yang berlaku 

6. Untuk menjaga kerahasiaan, ada data kepegawaian yang tidak dapat diakses 

oleh unit lain 

7. Pengembangan jaringan sistem informasi kepegawaian secara fungsional 

ditangani oleh suatu lembaga formal yang dibentuk pemerintah secara 

nasional 

8. Desentralisasi pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, dan peningkatan 

kesejahteraan diperlukan dalam kondisi tertentu 

9. Pendididkan formal, informal, ketrampilan pegawai 

10. Pembentukan dan pemberdayaan Badan Kepegawaian Daerah 

11. Sebagai suatu sistem, terjalinnya hubungan informasi kepegawaian nasional 

dengan regional 

12. Sistem informasi kepegawaian daerah merupakan bagian dari SIM 

pemerintahan.  

 

 
Implementasi SIMPEG ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3 poin (a) menciptakan tertib 



penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan (g) memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Lebih lanjut, dalam Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government  di mana di dalammya berisi perintah untuk seluruh kepala 

daerah agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 

kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan 

pelayanan publik. Selain itu dalam intruksi presiden ini bertujuan untuk melakukan 

penataan sistem manajemen di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 

Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam 

Negeri Dan Pemerintah Daerah, di mana dalam peraturan tersebut pemerintah telah 

mangatur segala bentuk kegiatan yang melibatkan Sistem Manajemen Informasi 

Kepegawaian (SIMPEG). Dalam Kepmendagri tersebut dijelaskan bahwa:  

 

Selain itu, Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 menuliskan tentang jenis data yang 

tercakup dalam Formulir Isian Pegawai dalam SIMPEG antara lain : 

 



 
 

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kegiatan 

kepegawaian yang dapat dikatakan tertib adalah dengan dikeluarkannya Surat Gubernur 

Jawa Timur Nomor 870/4103/0421/1991 tentang Buku Tata administrasi Kepegawaian 

Formulir dan Mekanisme Laporan. Surat keputusan inilah yang kemudian memandu 

pegawai untuk mencapai tertib administrasi. 

Berkaitan dengan implementasi SIMPEG, maka dalam Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.  Dalam Perbub 

ini disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Sehingga segala bentuk urusan 

kepegawaian dan pengelolaan pegawai di sebuah daerah dikendalikan atau dipegang oleh 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diatur dalam aturan-aturan yang sifatnya 

mengikat. 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif menggunakan metode  

deskriptif dengan pendekatan induktif.  Desain penelitian kualitatif seperti yang  



 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)  

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilaksanakan 

oleh Badan Kepegawaian Daerah.  Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 81 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

 

Sumber : Peraturan Bupati Magetan No. 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Magetan  

 

Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan berjumlah 42 

orang. BKD Kabupaten Magetan terdiri dari 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang 

Pengadaan, Pensiun dan Informasi, Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan. Masing-masing bidang terdiri dari dua sub bidang. Pada Sekretariat terdiri 

dari 3 sub bagian yaitu Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag 

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.  Selanjutnya, pada bidang pengadaan, pensiun dan 



informasi terdiri dari dua sub bidang yaitu, sub bidang data dan informasi dan sub bidang 

pengadaan dan pensiun. Sedangkan pada bidang mutasi dan kepangkatan terdiri dari sub 

bidang mutasi dan sub bidang kepangkatan. Di bidang pengembangan kompetensi 

aparatur terdiri dari sub bidang diklat penjenjangan dan sub bidang diklat teknis 

fungsional. Bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan terdiri dari sub bidang 

penilaian kinerja aparatur dan sub bidang disiplin dan penghargaan 

(http://bkd.magetan.go.id/profil-bkd/). 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan SIMPEG dengan menggunakan teori dari Edwards III (1980 : 148), di mana 

implementasi kebijakan  dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu;  a. komunikasi, b. struktur 

birokrasi c. sumberdaya, dan d.. disposisi.  Sehingga secara rinci, hasil dan pembahasan 

keempat faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Sebagaimana dijelaskan pada teori di atas bahwa agar implementasi menjadi 

efektif, maka perintah harus dikirimkan kepada pegawai yang tepat, dan informasi harus 

jelas, akurat, dan konsisten. Terdapat tiga hal penting yang disampaikan oleh Edward III 

(1980 : 17) dalam proses komunikasi, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity) 

http://bkd.magetan.go.id/profil-bkd/


dan konsistensi (concistency).  Dalam kaitannya dengan implementasi SIMPEG di 

Kabupaten Magetan, dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Transmisi (transmission)  

Peningkatan kompetensi dalam implementasi SIMPEG dilakukan dengan 

mengirim pegawai dalam kegiatan seminar maupun diklat.  Transmisi 

implementasi SIMPEG di BKD Kabupaten Magetan menunjukkan belum 

berjalan dengan lancar. Hal ini nampak bahwa masih ada pegawai yang tidak 

mau membagi ilmu yang diperoleh dari seminar atau diklat. Hal ini 

dikarenakan ada kekhawatiran posisinya akan tersainginya oleh pegawai yang 

lain.  Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap proses kerja, dibangun 

komunikasi yang baik dan contoh dari pimpinan agar organisasinya menjadi 

organisasi pembelajar.  

b) Kejelasan (clarity)  

Kejelasan dalam komunikasi perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group) sehingga mengurangi distorsi implementasi.  Kejelasan informasi 

pada aplikasi SIMPEG ini masih terdapat beberapa kelemahan yang 

diakibatkan karena masih terdapat pegawai yang belum tergerak untuk 

memperbarui data. Sehingga keakuratan dan kejelasan data yang ada pada 

SIMPEG masih banyak yang harus dipertanyakan apakah data tersebut sudah 

diupdate sesuai perkembangan terbaru atau belum. Nilai informasi yang 

dinilai berkualitas dan baik menurut Sutabri (2005:31) adalah “data yang 

memiliki unsur kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan salah satunya”.  

Terkait hal tersebut maka harus ada petugas yang mengecek dan memastikan 

keakuratan data-data kepegawaian dimaksud. 

c) Konsistensi (concistency) 

Konsistensi komunikasi dalam implementasi  SIMPEG sangat diperlukan 

agar keberlanjutan dari  pemanfaatan SIMPEG dapat dirasakan oleh seluruh 

pegawai maupun pimpinan dalam pengambilan keputusan.  Konsistensi 

komunikasi yang intensif masih belum maksimal disosialisasikan oleh 

petugas. Di samping itu, aplikasi SIMPEG yang masih mengalami perubahan 



sehingga user mengaku sulit  untuk menerapkannya, sehingga dibutuhkan 

sosialisasi maupun pendampingan intensif dari petugas kepada user.  

 

 

 Sebagaimana dijelaskan dalam teori Edward III di atas, bahwa tidak cukup hanya 

ketersediaan dan kemampuan sumber daya, akan tetapi juga dibutuhkan kejelasan 

struktur birokrasi  untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain itu dibutuhkan 

prosedur operasi standar (SOP) untuk menangani situasi rutin yang biasa ditangani. 

Sayangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan yang sedang berjalan seringkali tidak 

sesuai untuk kebijakan baru dan dapat menyebabkan penolakan terhadap perubahan, 

penundaan, pemborosan, atau tindakan yang tidak diinginkan. SOP terkadang 

menghambat daripada membantu implementasi kebijakan. 

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program SIMPEG dapat dilihat dari dua 

indikator berikut ini : 

a) Struktur birokrasi  

Struktur birokrasi pada pengelolaan SIMPEG sendiri belum sesuai dengan 

SOTK BKD, hal ini karena keterbatasan jumlah pegawai yang kompeten 

dalam hal ini.  Komposisi tim pengelola SIMPEG adalah orang-orang yang 



memiliki keahlian di bidang komputerisasi dan ditunjuk langsung oleh 

Kepala BKD dengan diberikan surat tugas. Mereka kemudian masuk dalam 

Tim pengurus SIMPEG. Hal ini dilakukan agar pengelolaan SIMPEG dapat 

berjalan lancer dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

petugas karena kurangnya kemampuan dalam mengoperasionalkan computer 

beserta aplikasi-aplikasi terkait. 

b) Standart Operating Procedure 

Dalam pelaksanaan program SIMPEG sudah terdapat beberapa prosedur 

standar, di antaranya adalah dalam pengajuan mutasi dan kepangakatan 

memiliki. Standar Operasional Prosedur dimaksud adalah jika seseorang akan 

mengajukan kenaikan pangkat harus mengikuti SOP agar berkas yaitu dengan 

melakukan entri data pegawai yang bersangkutan dalam aplikasi SIMPEG. 

Dengan pemberlakuan standar operasional prosedur diharapkan dapat 

membantu meminimalisir kekurangan data atau kesalahan data yang diajukan 

dalam pengajuan mutasi dan kepangakatan. 

3. Sumber Daya (Resources) 

 

 berikut: 



a) Staf Pelaksana 

Staf merupakan salah satu unsur agar sebuah kegiatan dapat berjalan. Staf 

dalam implementasi SIMPEG harus terpenuhi dari sisi jumlah maupun 

kompetensi.  Staf yang memenuhi kompetensi dan memiliki ijazah computer 

hanya satu orang. Sehingga untuk memehuni kebutuhan tersebut, BKD 

Kabupaten Magetan mengirim beberapa pegawai mengikuti seminar atau 

diklat agar memiliki kemampuan yang cukup menyelesaikan tugas. 

b) Kewenangan 

Kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Magetan.  Terkait pelaksanaan dan pengelolaan SIMPEG 

dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan, Pensiun dan lnformasi, sebagaimana 

dijelaskan pada Perbub di atas  pada Pasal 9, sebagai berikut : 

(1) bahwa Bidang Pengadaan, Pensiun dan lnformasi mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan penyusunan formasi, pengadaan pegawal, 

pengelolaan Pegawai Tidak Tetap, admistrasi pensiun dan membangun 

Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan pengadaan, pensiun dan formasi 

kepegawaian. 

b. penyusunan formasi dan perumusan kebijakan pengisian formasi. 

c. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlahjabatan untuk 

pelaksanaan pengadaan. 

d. penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

e. pengelolaan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

f. pengelolaan administrasi pensiun. 

g. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 

h. Pelaksanaan verifikasi dan update database SIMPEG; 

i. pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis peraturan 

kepegawaian; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 



Dari Peraturan Bupati tersebut Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi 

bertugas mengelola, memverifikasi dan update database SIMPEG.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan ini sudah dijalankan, hanya 

masih ada hambatan terkait jumlah dan kompetensi pegawai. 

c) Fasilitas-fasilitas 

Terkait fasilitas dalam pengelolaan SIMPEG yang tersedia di BKD masih 

terbatas,  yaitu penyediaan jaringan internet yang memadai, ketersediaan 

komputer yang sesuai spesifikasi sehingga kadang masih menghambat 

pelaksanaan tugas. Selain itu ruangan khusus yang luas sebagai tempat 

pengelola SIMPEG dan penyimpanan berkas belum tersedia. 

 

 

 



 

 

Dalam penelitian ini, sikap pelaksana ditunjukkan oleh kemampuan seorang 

pegawai dalam melakukan tugas, yaitu : 

a) Kompetensi  

Kompetensi pegawai sebagai pengelola program SIMPEG ini masih belum 

cukup memadai, hal ini dikarenakan bekum semua pengelola mendapatkan 

pelatihan. Hal ini mengakibatkan  operasionalisasi program SIMPEG masih 

belum lancar. Oleh karena itu, diperlukan tambahan pegawai dengan 

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan menjadilebih baik ke depannya. Untuk sementara agar kegiatan 

tetap berjalan maka dikirim beberapa pegawai untuk mengikuti diklat atau 

seminar yang berkaitan dengan kegitan SIMPEG. 

b) Insentif  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena tugas staf yang 

mengoperasionalkan aplikasi SIMPEG mempunyai beban tugas yang relatif 

besar, maka pemberian insentif menjadi penting untuk dilakukan. Insentif 

dalam hal ini diberikan kepada operator tim atau user yang menjadi 

pengoperasi tetap SIMPEG.  Dengan pemberian insentif ini maka dapat 

memotivasi pegawai untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. 

 

Faktor Penghambat Implemantasi Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG)  

 Implementasi SIMPEG untuk memenuhi kebutuhan layanan yang cepat ini penting 

dilakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Supriyatna (2010:184) bahwa manfaat SIMPEG 

ini adalah: 



 

 
 

Implementasi dari Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan khususnya dalam melakukan penataan data 

masih banyak terdapat kendala di antaranya:  

1. Sumber Daya Manusia; yaitu kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai dalam 

mengelola data pada aplikasi SIMPEG.  Jumlah yang kurang memadai 

menyebabkan pekerjaan menjadi menumpuk.  Data-data yang mestinya secara 

berkala dapat selesai menjadi tidak selesai tepat pada waktunya. Di samping itu 

data-data yang harusnya sudah diupdate menjadi belum seluruhnya dilakukan. 

Kompetensi pegawai dalam mengoperasionalkan juga semestinya dilakukan, agar 

petugas mempunyai pemahaman yang baik dalam mengoperasionalkan aplikasi 

SIMPEG. 

2. Ketersediaan Data; kurang lengkapnya berkas (data) sebagai bahan dasar dalam 

inputing data pegawai, untuk untuk diolah menjadi informasi-informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh pegawai maupun pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

Pemerintah kurang memberikan sosialisasi tentang SIMPEG sehingga pegawai 

yang mempunyai kebutuhan seperti akan mengajukan mutasi, masih sering 

terlambat mengirimkan berkas dan kadang berkas yang dikirimkan kurang lengkap 

3. Sarana instalasi komputer, kurang memadainya jumlah dan spesifikasi sarana 

komputer untuk mengelola data mengakibatkan terjadi ‘hang’ dan jika dipaksakan 

sehingga justru akan mengalami kerusakan. 

4. Sofware yang terupdate, kurang mutakhirnya software SIMPEG mengakibatkan 

sering gagalnya proses input maupun updating data pegawai. Selain itu masih 

terdapat aplikasi yang dilakukan secara manual sehingga hal ini menghambat 

kegiatan yang lainnya. 



Upaya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mengatasi Hambatan 

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Sebagai organisasi yang memperhatikan perkembangan kebutuhan dalam 

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, maka Kepala BKD Kabupaten 

Magetan berupaya dalam mengatasi hambatan implementasi SIMPEG.  Hal ini dilakukan  

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab BKD dengan tuntas. Berangkat dari 

beberapa permasalahan dan hambatan yang ada, maka terdapat beberapa upaya yang 

dilakukan, yaitu :  

1. Sumber Daya Manusia; terkait jumlah dan kompetensi pegawai, hal ini diselesaikan 

dengan cara Kepala BKD menambah beberapa pegawai yang memiliki keahlian 

khusus di bidang komputerisasi, dengan memberikan Surat Keputusan untuk 

menguatan penugasan baru. Kemampuan ditambah dengan melakukan sosialisasi 

agar pegawai dapat melakukan tugasnya secara mandiri. Selain itu, juga 

mengirimkan pegawai berpotensi di bidang komputer untuk mengikuti diklat.  Jika 

sudah selesai diharapkan dapat mengajarkan kepada pegawai yang lain, dengan 

metode on the job training. 

2. Ketersediaan Data; Data menjadi bahan penting dalam implementasi SIMPEG. 

Untuk mengatasi data yang belum seluruhnya tersedia, maka Kepala BKD 

memberikan surat kepada SKPD atau instansi agar memberikan data-data 

pegawainya kepada BKD.  Misalnya, jika ada yang akan mengajukan mutase, maka 

diumumkan tanggal terakhir pengumpulan berkas serta memanggil kasubag 

kepegawaian di setiap SKPD untuk diberikan arahan mengenai format, berkas apa 

saja yang harus dikirimkan, serta tata cara penyusunan berkas.  Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah pegawai untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. 

3. Sarana instalasi komputer; untuk mengatasi masalah ini, maka Pimpinan 

memberikan arahan terkait visi dari BKD, serta bagaimana cara mencapainya.  

Terkait kebutuhan komputer maka pimpinan memberikan arahan kepada ketua tim 

dari program SIMPEG untuk menginventarisir kebutuhan sarana komputer 

sehingga ke depan program SIMPEG dapat memiliki komputer yang khusus untuk 

mengakses segala kebutuhan tentang SIMPEG.  Dengan demikian maka secara 

bertahap tupoksi dari bagian ini dapat tercapai dengan baik.  



4. Sofware yang terupdate; Dalam implementasi SIMPEG, updating software 

memudahkan operator dalam menindaklanjuti kebijakan terkait SIMPEG.  Untuk 

mengatasi hal ini, maka pimpinan memberikan solusi dengan membuat konsep baru 

tentang perubahan struktur data aplikasi pada SIMPEG lama ke SIMPEG baru yang 

sudah dilakukan secara online. Dengan perubahan ini diharapkan dapat dilakukan 

konversi database dari SIMPEG lama ke SIMPEG baru sehingga apa yang menjadi 

tujuan dari adanya SIMPEG ini dapat tercapai. 

  

Simpulan dan Saran 

 Simpulan dari penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) dalam kerangka tertib administrasi di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Magetan ini yaitu : 

1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) walaupun 

masih terdapat beberapa permasalahan, akan tetapi secara keseluruhan dapat 

disimpulkan sudah cukup baik.  Sehingga hal ini berdampak baik pula pada tertib 

administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 

2. Beberapa faktor penghambat di antaranya: a) Masih terbatasnya jumlah SDM 

dengan kompetensi yang sesuai; b) Ketersediaan data yang kurang lengkap; c). 

Kurangnya jumlah sarana komputer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan; 

serta d) Sebagian proses SIMPEG masih belum dilakukan secara online, sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama. 

3. Adapun upaya–upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan 

SIMPEG yaitu : a) memperbantukan atau menambah jumlah pegawai sebagai 

operator, serta mengirim pegawai untuk seminar atau diklat tentang aplikasi 

SIMPEG, b) penerbitan surat perintah kepala BKD dalam pengumpulan data agar 

dapat dilakukan dengan tepat waktu, c) menginventarisir kebutuhan perangkat 

komputer dengan spesifikasi yang sesuai dengan aplikasi SIMPEG, serta d) 

pengadaan aplikasi online lainnya untuk menunjang implementasi SIMPEG. 
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